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PUTUSAN
Nomor 974/Pdt.G/2022/PA.Tsm

S 13| | N
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK X X X X X, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman
di X X X X X., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Milda
Handayani Awaliyah, S.H., M.H. dan ULIH MUSLIHUDIN,
S.H.Il,, M.M., C.L.A., Advokat/Pengacara yang berkantor di Asri
Residence Cintaraja Blok N 86, Desa Cintaraja Kec.
Singaparna Kab. Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 25 Februari 2022 yang telah didaftar pada
Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya
Nomor 1206/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 02 Maret 2022,
sebagai Penggugat;

melawan
TERGUGAT, NIK X X X X X, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di X X X X X,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di

muka persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2022

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah
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Nomor 974/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 02 Maret 2022, telah mengajukan cerai
gugat terhadap suaminya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu, 19 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor = Urusan  Agama Kecamatan Leuwisari Kabupaten
Tasikmalaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: X X X X X,
Tanggal, 19 Februari 2014;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup
bersama dan pernah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di X
XXXX;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah
mengalami hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami
istri;

4. Bahwa, dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai
keturunan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama :

¢ XXXXX;
e XXXXX;

5. Bahwa, dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya yaitu pada usia
perkawinan yang ke 6 (enam) tahunnya, sekitar bulan Februari 2020
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering
diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan
sulit untuk didamaikan lagi;

6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi karena
disebabkan ada pihak ketiga dan selalu bersikap dan bertindak kasar
yang tidak berperikemanusiaan serta kurang dalam memberikan nafkah
kepada Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada Kesepahaman dan
kecocokan lagi dengan tergugat,;

7. Bahwa, akibat dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran
tersebut Puncaknya sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang lebih
kurang 2 (Dua) bulan antara penggugat dan tergugat sudah pisah
rumah, serta tergugat tidak memberikan lagi napkah lahir maupun bathin

kepada penggugat;
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8. Bahwa, atas kejadian tersebut penggugat sudah tidak sanggup
lagi hidup rukun dan harmonis untuk membina rumah tangga
selanjutnya, layaknya suami istri yang penuh dengan kebahagiaan dan
keserasian untuk mencapai keluarga yang Sakinah mawaddah
warahmah;

9. Bahwa, Penggugat dan tergugat pernah di mediasi oleh pihak keluarga,
agar mereka kembali hidup rukun, harmonis dan kembali bersatu
layaknya suami istri dalam menjalani rumah tangga yang lebih
baik, akan tetapi tidak ada titik temu atau jalan keluar serta tidak
menghasilkan jalan yang baik bagi penggugat dan tergugat;

10.Bahwa, Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk
mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi
tidak membuahkan hasil, bahkan keadaan menunjukan sebaliknya,
seandainyapun rumah tangga dengan Tergugat terus dipertahankan
maka akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya;

11.Bahwa, tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan pasal 1 UU Nomor
1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019
tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga ( Rumah
Tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa. Akan tetapi dengan keadaan rumah tangga sebagaimana di uraikan
di atas, tujuan perkawinan tersebut sudah tidak bisa dicapai lagi
sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk
kedua belah pihak adalah perceraian;

12.Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dan sesuai
dengan alasan-alasan yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor
9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian-uraian di atas Penggugat memohon kepada yang
terhormat Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya atau Majelis Hakim
berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai
berikut:
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1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak 1 (satu) bain sughro Tergugat TERGUGAT atas
Penggugat PENGGUGAT

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, Penggugat telah menguasakan kepada kuasa hukumnya Milda
Handayani Awaliyah, S.H., M.H. dan ULIH MUSLIHUDIN, S.H.l., M.M., C.LA,,
/ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25
Februari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tasikmlaya dengan Nomor1206/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 02 Maret 2022;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili
Kuasa Hukumnya /dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di
muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah
dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan
tanggal 07 Maret 2022 dan 17 Maret 2022, sedangkan tidak ternyata

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha mendamaikan
para pihak , demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak

dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X, tanggal 19 Februari 2014
atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya, telah
bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya
diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi

yaitu :
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1. SAKSI [, umur 50 tahun, agama lIslam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut :

— Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

—Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis di X X X X X; akan tetapi sejak bulan Februari 2020 rumah
tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

—Bahwa penyebabnya karena ada pihak ketiga dan selalu bersikap dan
bertindak kasar yang tidak berperikemanusiaan serta kurang dalam
memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada
Kesepahaman dan kecocokan lagi dengan tergugat,;;

—Bahwa sejak Januari 2022 (2 bulan ) yang lalu antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul
kembali;

—Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak
berhasil;

—Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat
membenarkannya;

2. SAKSI IlI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut :

— Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

—Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2020 rumah tangganya sudah
tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

—Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena karena
ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat
dan Tergugat selalu bersikap dan bertindak kasar kepada Penggugat;

—Bahwa sejak Januari 2022 (2 bulan) yang lalu Penggugat dan Tergugat

telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
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— Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat
membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan
mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar
menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasakan kepada kuasa
hukumnya Milda Handayani Awaliyah, S.H., M.H./ADVOKAT/Penasehat Hukum
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2022, dan telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register
Nomor 1206/Reg.K/2022/PA.Tsm tanggal 02 Maret 2022, , sehingga karenanya
kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut,
akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu
alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan
tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus
dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya
dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir
dipersidangan, maka usaha mendamaikan para pihak tidak dapat dilaksanakan,
demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti P ( berupa foto

copy Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), dan juga merupakan
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akta otentik dan telah dinilai majelis memenuhi syarat formil dan materil, harus
dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat
telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan
gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Februari 2020
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada Januari 2022,
sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah
tangga, dimana penyebabnya karena ada pihak ketiga dan selalu bersikap dan
bertindak kasar yang tidak berperikemanusiaan serta kurang dalam
memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada
Kesepahaman dan kecocokan lagi dengan tergugat,; sehingga sejak Januari
2022 (2 bulan ) Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat telah mengajukan
dua orang saksi , yang masing-masing bernama SAKSI | dan SAKSI Il, yang
mana kedua saksi telah sudah dewasa dan memberikan keterangan didepan
sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada
pengetahuannya sendiri, dan besrsesuaian antara yang satu dengan yang lain,
maka keterangan kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 147,
Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi
tersebut , Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
—Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

—Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

—Bahwa sejak Februari 2020 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

—Bahwa penyebabnya karena ada pihak ketiga dan selalu bersikap dan
bertindak kasar yang tidak berperikemanusiaan serta kurang dalam
memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada

Kesepahaman dan kecocokan lagi dengan tergugat,;;
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—Bahwa sejak Januari 2022 (2 bulan) yang lalu Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus
dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak
pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha
menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat
merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara
Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup
rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9
tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat
terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina
rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah
tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan
perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3
KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan
menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian
dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam
kitab Al-Muhadzab juz Il halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi
pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Ejnb aE°jU™ tvnl @nE°a,aSU E, 450 ECDA pb¥%il
YFA ¢ 23
Artinya: “Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya,

maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh
karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya’ban 1443 Hijriyah, oleh kami Hij.
Kikah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.
dan Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya
Tergugat;
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Ketua Majelis

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti

Mariya Ulfah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya materai - Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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Dicatat disini :
— Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

— Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal
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